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ABSTRAK

Hukum Islam sebagai aturan yang sempurna dari Syari’ seharusnya dapat
ditegakkan dengan adil. Hukum yang ditegakkan dengan adil sangat diperlukan
dalam rangka melangsungkan kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan individu.
Hukum Islam yang ditegakkan semenjak zaman Rasulullah sampai sckarang
mengalami berbagai perkembangan dan perubahan. Hukum Islam, baik yang berdiri
sendiri ataupun hukum Islam yang dijadikan sebagai sumbecr penyusunan perangkat
hukum masyarakat agar dapat ditegakkan dengan scadil-adilnya memerlukan
peradilan yang scsuai dengan tuntutan Islam. Beban keadilan ini terletak pada qadi,
saksi dan orang-orang yang terlibat dalam proscs peradilan. Olch karena itulah
sangat dibutuhkan aturan-aturan yang mengatur lembaga peradilan agar sclalu
melaksanakan tugasnya dengan ‘adil dan benar. Scjarah telah mencatat bahwa
pembentukan lembaga peradilan yang adil bukanlah pekerjaan yang mudah. Salah
satu ulama’ besar yang memiliki pandangan tentang peradilan adalah Imam asy-
Syafi’i, ahli figh yang hidup dan besar di masa khalifah ‘Abbasiyah. Ia termasuk
ulama’ yang mercspons perkembangan peradilan saat itu.

Skripsi ini menggunakan pendekatan analisa sejarah filosofis untuk
menemukan pandangan-pandangan Imam asy-Syafi’i mengenai prinsip-prinsip dasar
peradilan Islam. Dari berbagai pendapatnya yang ditulis dalam kitab-kitabnya
skripsi ini akan menarik kesimpulan secara deduktif dengan menggunakan kerangka
prinsip-prinsip dasar peradilan dalam peradilan Islam.

Pendapat Imam Syafi’i secara garis besar dapat diringkas menjadi beberapa
prinsip. Prinsip terscbut adalah al-Musawamah amama al-Qada’, al-Istiglal al-Qada’,
al-‘Alaniyah al-Qada’, prinsip Musyawarah al-Qada’ dan at-Ta’addud i at-tagadi.
Secara umum, penegasan Imam asy-Syafi’i mengenai prinsip-prinsip tersebut
terlihat lebih berhati-hati. Dalam memagari kemerdekaan peradilan misalnya, Ia
berpendapat tentang makruhnya jual beli bagi seorang gadi, dan juga dalam
musyawarah al-Qada’ ia menegaskan syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki oleh
pihak yang dilibatkan dalam musyawarah tersebut. Ciri lainnya adalah pendekatan
metode zahiri dalam menentukan hukum serta penolakannya yang keras terhadap
penggunaan ra’yu dalam menentukan hukum. Metode zahiri juga dipakai dalam
mengambil keputusan dalam memecahkan perselisihan yang diajukan ke pengadilan.
Salah satu contohnya adalah apabila scorang wanita yang diccrai olch suaminya
mclahirkan anak kurang dari 6 bulan dari masa dukhol dengan suami yang terakhir.
Dalam kasus ini, maka sccara zahir anak yang dilahirkan tersebut pasti anak dari
suami yang pertama,
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Berilah keputusan perkara mercka menurut yang diturunkan oleh
Allah dan jangan kamu mengikuti kehendak mereka. Waspadalah
kalau mereka berusaha memalingkan kamu dari hukum allah yang
diturunkan berkehendak menimpakan sebagian dosa mereka, karena
sebagian besar dari orang-orang itu berlaku fasik.'

Summum Ius Surmnma Iniuria?

(Hukum yang bekerja terlalu hebat akan menimbulkan ketidakadilan)
-- (Tmanuel Kant)

' Al-Maidah (5) : 49.

* 1. Von Schmid, Pemikiran tentang Negara dan Hukum dalam Abad 19, alih bahasa oleh
Boentarman, (Jakarta : Erlangga, 1985), him. 36.
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Scgala puji dan ucapan tcrimakasih penyusun haturkan kcpada Allah SWT
atas scgala limpahan nikmat dan taufik-Nya, schingga penulisan skripsi ini dapat
penyusun sclesaikan. Sholawat dan Salam selalu penyusun haturkan kehadirat
Muhammad SAW, nabi perubah zaman yang telah mengenalkan Islam sebagai
peradaban tertinggi.

Dengan segala ucap syukur, akhirmya Skripsi ini dapat penyusun selesaikan.
Banyak pengalaman berharga yang penyusun dapatkan dari penulisan skripsi ini.
Scbagai pengalaman pertama penyusun dalam membuat tulisan untuk mencapai
gelar tertentu —semoga nanti akan ada pengalamn kedua dan ketiga-, penyusun
mcrasakan adanya scmangat baru dalam mempelajari khasanah Islam klasik.
Mectodologi pemikiran beberapa tokoh lampau ternyata sungguh telah melampaui
zamannya. Pertemuan antara ‘ag/ (pengetahuan) dan bukan ra’yw (persepsi) dengan
nass telali lama terjadi dalam perkembangan khasanah Islam. Pertemuan yang tidak
begitu ‘mesra’ ini telah menyadarkan penulis bahwa ada tugas bersama generasi
muda untuk melanjutkan apa yang sudah ditorehkan olch generasi terdahulu. Tugas
paling utama adalah menemukan ‘neraca metodologi’ pemikiran Islam yang mampu
menyeimbangkan antara ahli ahl-‘Aq/ dengan ah/ ar-Riwayah. Hal ini sangat penting
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Berdasarkan surat keputusan bersama
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tgl. 22 Januari 1988

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- ba’ SN be
T < Siamm O alinfa | te
< s&’ s es (dengan titik di atas)
df jim j je
c Iha’ h ha (dengan titik di bawah)
¢ | kna kb ka dan ha
3 dal S " de
B zél z zet (dengan titik di atas)
J ra’ r er
J zai z zet
7@\;——' ~ sin s es
o syin sy es dan ye
e sad s es (dengan titik di bawah)
s dad d de (dengan titik di bawah)
] ta’ t te (dengan titik di bawah)

viii



) 28’ z zet (dengan titik di bawah)
d ‘ain ‘ koma terbalik di atas
¢ gain g ge
o fa’ f ef
d qaf q qi
4 kaf k ka
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I T “ha’ h ha
$ hamzah apostrof
¢ ya’ y ye
II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap
"Badalie ditulis muta addidah
53c ditulis ‘iddah




III. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis 7

iSa ditulis Hikmah

ile ditulis Makkah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan A

Al 8 - ditulis | kardmah al-afliyd’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis

t atau h.

ORESS [ ditalis T_ zakdh al-fitr

V. Vokal Pendek

- " Fathah | ditulis | = a

Jad ditulis fa’ala
kasrah

N ditulis i

S ditulis zukira
dammah

- ditulis u

Ay ditulis yazhabu




VI. Vokal Panjang

1 | fathah + alif ditulis a
lals ditulis Jahiliyyah
P fathah + y4’ mati ditulis a
ol ditulis tansg
3 kasrah + yd’ mati ditulis i
piS ditulis karim
4 dammah + wai mati ditulis ]
uas A ditulis furdd
VII. Vokal Rangkap
| | fathah+ ya’ mati ditulis ai
| | oSy ditulis bainakum
12 | fathah + wall mati ditulis al)
Js ditulis qail

VIII. Vokal Pendek yang berurutan dalam

apostrof .

satu kata dipisahkan dengan

ditulis
ditulis

ditulis

A’antum
u’iddat

la’in syakartum
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IX. Kata Sandang Alif + Lam

1.  Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “7”.

Sl ditulis al-Qurén

il ditulis al-Qiyds

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf / (el) nya.

e Lol APty o .
ditulis as-Samd
sl
ditulis asy-Syams

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

w2l g 3 ditulis zawi al-fur 0g

Ll Jal =
ditulis ahl as-sunnah
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BADBI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan hukum adalah untuk mengatur, menata dan mengendalikan
masyarakat, Dalam praktiknya hukum berwujud sistem untuk menjaga hak
individu maupun hak masyarakat dalam wilayah tertentu. Dengan
karakteristik masyarakat yang berbeda, muncul sifat, karakter, maupun ruang
lingkup hukum yang beragam sesuai dengan lingkungan dari mana hukum itu
berasal.! Begitu juga dengan hukum Islam, ia memiliki karakter khusus yang
tidak dimiliki oleh hukum lainnya.?

Hukum Islam datang menawarkan keselamatan, kesejahteraan,
menunjukkan kebenaran daripada kebatilan serta memberikan pranata hidup

3

secara total dan serba melingkupi.”® Secara teoritik, hukum Islam dapat

! Sebagai contoh, di Amerika muncul sistem hukum ala Amerika yang mengakomodir
konvensi, di Belanda muncul sistem hukum yang sesuai dengan masyarakat Belanda, seperti
kebolehan ewtanasia. Tukum keluarga yang berbasis kemerdekaan individual menjadi
karckteristik hukum Swiss yang memang sesuai dengan karakternya. Hukum Islam juga memiliki
karakteristik khusus. Ahmad Hassan, Bab Pendahuluan pada Pintu Ijtihad Belum Tertutup, alih
bahasa oleh Agah Garnadi, (Bandung : Pustaka, 1984), hlm. v-vi.

2 Menurut Hussein Bahreisj, hukum Islam telah merubah karakteristik peradaban pra-
Islam dengan perubahan scbagai berikut :

a. Dari mata pedang ke jalan damai.

b. Dari kekuasaan fisik ke kekuasaan Undang-Undang.

¢. Dari balas dendam ke hukum pembalasan setimpal lewat jalur hukum.

d. Dari perbuatan serba keji ke perbuatan kesucian.

e. Dari sifat perampok dan perampas menuju sifat amanah.
Hussein Bahreisj, Pengantar Himpunan Fatwa (Surabaya : Al-Ikhlas, 1987), him, vii.

) Suharsono, Islam dan Rekonstruksi Jihad, (Yogyakarta : Al-Arasyi, 1992), him. 1.

1



berfungsi dalam tiga hal. Pertama, dapat dijadikan scbagai salah satu sumber
untuk menyusun hukum yang berlaku sccara umum dalam suatu negara.
Kedua, hukum Islam adalah hukum yang dapat hidup dan berkembang sesuai
dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat. Ketiga, hukum
Islam dapat berdiri sendiri scbagai sumber hukum dalam suatu negara. *

Dalam menjalankan tugasnya menjaga hak-hak indiyidu maupun
masyarakat, hukum Islam membutuhkan kckuasaan yang memungkinkan
ditegakkannya tugas-tugas tersecbut. Oleh karena itulah dibentuk lembaga
yang diberi kewenangan dan kekuasaan untuk meclaksasanakan peradilan
dengan tujuan untuk menjaga berlangsungnya hukum tersebut.’ Pelaksanaan
hukum yang adil dan benar di wilayah tertentu adalah cerminan dari
tingginya peradaban serta amannya masyarakat.

Dalam lintasan sejarah, hukum Islam mulai ditegakkan sejak zaman
Rasul. Pada awal perkembangan Islam, di Madinah, hukum Islam bisa
ditegakkan dengan Rasulullah scbagai pemimpin umat Islam sccara politik
sekaligus orang yang dipercaya untuk menyelesaikan persengketaan apabila

terjadi antara muslim yang satu dengan yang lain, baik itu sengketa yang

Pada tahun 1927 M di Universitas al-Azhar Mesir, telah diselenggarakan pertemuan
internasional umat Islam. Pertemuan yang disclenggarakan oleh negara-negara Islam ini
scbagaimana dikutip oleh Masyfuk Zuhdi membahas tentang keberlangsungan hukum Istam di
negara—negara Islam serta menghasilkan kesepakatan tersebut. Pertemuan ini adalah pertemuan
rutin yang diselenggarakan oleh delegasi dari Negara-negara muslim yang diadakan sccara
berkala. Tema utama dari pertemuan ini adalah pembahasan tentang berbagai persoalan yang
dihadapi internal kaum muslimin di negara—negara muslim, termasuk juga dibicarakan di
dalamnya perkembangan hukum Islam. Masj{uk Zuhdi. Pengantar [{ukum Syari‘ah (Jakarta : aji
Masagung, 1987), him. 43.

> Muhammad al-Mubarak, Sagafah al-Islamiyyah, Nizam al-Islam {7 an-Nizam wa ad-
Daulah (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), him. 74.



berkaitan dengan kepemilikan, status maupun sengketa yang diakibatkan
adanya sebagian orang yang melakukan tindakan pidana. Dalam hal ini
Rasulullah di samping sebagai pemimpin politik ia sekaligus sebagai gadi.’
Dengan berkembangnya wilayah keckuasaan Islam, Rasulullah mengutus
sahabat-sahabat beliau untuk menjalankan tugas gadi di beberapa dacrah baru
Islam, seperti pengiriman Muad bin Jabal ke Yaman.’ Jika pada zaman
Rasulullah kekuasaan peradilan langsung dipegang olch Rasul, maka pada
zaman Umar bin Khattab, beliau sudah mulai membagi kekuasaan peradilan.”
Perkembangan ini terus berlanjut pada zaman dinasti Umayyah di mana
peradilan pada saat itu sudah tcrbagi sccara wilayah administratif beserta
pembagian otoritas kewenangan terhadap masalah terbatas maupun yang
tidak terbatas.” Perkembangan dan penycmpurnaan lembaga peradilan ini
terus berlangsung pada masa-masa sesudahnya.

Lembaga peradilan, pada mulanya adalah lembaga yang pasif, dalam
arti hanya dibutuhkan jika ada pengaduan atas munculnya perselisihan. Jika

diajukan kepadanya suatu perkara, tugas lembaga ini adalah menyclesaikan

% Ibn Khaldun, Mugaddimah, alih bahasa Aimadi Thoha, (Jakarta : Pustaka Firdaus,t),
hlm. 256-257.

7 M. Salam Madkur, a/-Qada’ {7 al-Islam, (Kairo : Dar an-Nahdah, (1), him, 22.

¥ Pembagian peradilan mulai dilakukan sccara administratif oleh Umar bin Khattab
dengan membagi wilayah peradilan menjadi terbagi ke beberapa dacrah. Misalnya Abu Darda’
menjadi qadi di Madinah, Syuraih menjadi gad’ di Bagrah, dan Abu Musa al-Ansari menjadi gadf
di Kufah. Ibn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 256-257. Muhammadullah, 7he Administration of
Justice of Islam, an Introduction to the Muslim Concept in State, (New Delhi : Kitab Bhavan :
1990), him. 5-6.

* Ibid, him. 10. Pembagian peradilan pada wilayah ini meliputi wilayah al-Qada’,
wilayah al-Hisbah dan wilayah al-Mazalim. T.M. Hasbi ash-Shiddicqy, Sejarali Peradilan Isfam,
(Jakarta : Bulan Bintang, 1970), him. 15.



perselisihan tersebut dan memperbaikinya, schingga Abdul Qadir Audah
Shaheeb menyebut tugas peradilan ini sebagai ‘mempromosikan kebaikan’.'?

Dengan tugas yang demikianlah al-Qur’an senantiasa memerintahkan
pelaksanaan hukum secara ‘adil.'’ Konsepsi keadilan ini sangat erat kaitannya
dengan peradilan. Beban keadilan ini terletak pada qadi, saksi dan orang-
orang yang terlibat dalam proses peradilan.'” Oleh karena _itulah sangat
dibutuhkan aturan-aturan yang mengikat lembaga peradilan agar sclalu
melaksanakan tugasnya dengan adil.

Salah seorang pemikir besar yang menempatkan persoalan peradilan
dalam kerangka besar ilmu figh adalah Tmam asy-Syafi’i. Beliau adalah
seorang qadi besar yang dikenal luas oleh umat Islam sebagai pendiri mazhab
Syafi'iyyah dan peletak bangunan Usul Figh dalam tradisi keilmuan lslam.
Tentang Imam asy-Syafi’i, Imam Ahmad biI-l Quraij al-Qadi pernah
berkomentar :

Saksikanlah wahai para qadi, sesungguhnya Allah SWT mengutus
tiap-tiap abad orang yang ahli berijtihad dalam persoalan-persoalan agama.
Pada abad pertama Allah telah mengutus ‘Umar bin ‘Abdul Aziz yang

meninggal pada abad ke-3. dan pada abad kedua Allah mengutus Muhammad
bin Idris asy-Syafi’i yang meninggal pada abad ke-4."

0 e . - . -
' Dalam hal ini Audah menjclaskan bahwa pada hakckatnya hukum (syari'ah) itu berisi

kebaikan-kebaikan. Sedangkan untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan terscbut ia mensyaratkan
adanya lembaga khusus yang menjaga dan menggawangi kebaikan, yakni peradilan yang ia sebut
scbagai 'mempromosikan kebaikan'. Abdul Qadir Audah Shahceb, Is/amic System of Justice, alih
bahasa ke dalam Bahasa Inggris S.M. Khusnain, (New Delhi : Kitab Bhavan, 1976), hlm. 35-36.

" An-Nisa’ (4) : 58, al-Maidah (5) : 8.
2 M. Dawam Raharjo, Ensiklopedi al-Qur’an, (Jakarta : Paramadina, 2002), him. 380.

3 Ahmad asy-Syirbasyi, al-A' immah al-Arba' ah, (Beirut : Dar al-Jail, t(), him. 118.



Pemikiran Imam asy-Syafi’i terletak di tengah pemikiran Hanafiyah
dan pemikiran Malikiyah." Kaum Hanifiyah cenderung mengedepankan
rasio dalam melakukan istinbat al-hukum, sedangkan kaum Malikiyyah lebih
mengutamakan nass dari al-Qur’an dan al-Hadis dalam meclakukan istinbaf al-
hukum. dalam menemukan hukum dari suatu nasy Imam asy-Syafi’i selalu
bersandar kepada nass lain yang sctara.

Sebagai seorang pemikir besar, Imam asy-Syafi’i dikenal secara luas
di dunia Islam. Di Indonesia sendiri, pendapat Imam asy-Syafi’i dalam bidang
figh diikuti secara luas oleh mayoritas kaum muslimin Indonesia. Mazhabnya
merupakan mazhab yang paling banyak pengikutnya.'” Olch karcna itu,
kiranya pemikiran Imam asy-Syafi’i tentang peradilan pantas dikemukakan
sebagai salah satu jawaban tcrhadap persoalan peradilan yang scdang

dihadapi khususnya oleh umat Islam.

Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, hal yang
akan dibahas dan diteliti sebagai pokok masalah dalam skripsi ini dapat

dijelaskan sebagai berikut :

" Husni Rahim, Perkembangan llmu Figh i Dunia Islam, (Jakarta : Bumi Aksara,

1991), him. 18.

' Nurcholis Madjid, “Pengantar” pada ar-Risdlah, alih bahasa oleh Ahmadic Thaha,

(Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992), him. ix.



1. Bagaimana pendapat Imam asy-Syafi’i tentang prinsip-prinsip dasar
yang harus dipegang oleh lembaga peradilan ?
2. Bagaimana relevansi pandangan Imam asy-Syafi'i tentang prinsip-

prinsip dasar peradilan dalam konteks kekinian di Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan penulisan Skripsi ini adalah :
1. Menjelaskan pendapat Imam asy-Syafi’i tentang prinsip-prinsip dasar
yang harus dipegang lembaga peradilan.
2.  Menjelaskan relevansi pandangan Imam asy-Syafi'i tentang prinsip-
prinsip dasar peradilan dalam konteks keindonesiaan.
3.  Menemukan formulasi konsep peradilan yang sesuai dengan kondisi

kekinian umat Islam, terutama di Indonesia.

Kegunaan penulisan Skripsi :

1. Untuk mengetahui pendapat Imam asy-Syafi’i tentang prinsip-prinsip
dasar yang harus dipegang lembaga peradilan dan relevansinya dalam
konteks peradilan di Indoncsia.

2. Sebagai sumbangan pemikiran untuk memperbanyak khazanah intelektual

tentang kajian pemikiran tokoh Islam klasik.



D. Telaah Pustaka

Sebagai seorang tokoh figh Islam yang termashur, Imam asy-Syafifi
adalah sosok yang bisa menjadi sumber inspirasi penafsiran hukum Islam oleh
kaum Muslimin. Pengaruhnya yang mecluas di kalangan kaum Muslimin
adalah bukti bahwa Imam asy-Syafii dan pemikirannya memiliki tempat
khusus dalam sejarah perkembangan hukum Islam.

Dalam menyusun skripsi ini penyusun telah melakukan berbagai
kajian dan penelusuran terhadap karya-karya yang membahas pemikiran
Imam asy-Syafi’i. Berdasarkan penelusuran yang penyusun lakukan, terdapat
berbagai karya yang membahas pemikiran Imam asy-Syafii. Beberapa karya
tersebut adalah :

Skripsi yang ditulis oleh Khusnun. Tulisan ini berjudul “Syarat-syarat
Saksi dalam Peradilan, Perbandingan Pendapat antara Imam asy-Syafi dan
Imam Maliki”.'!® Skripsi ini secara khusus membahas persamaan dan
perbedaan pendapat antara Imam asy-Syafii dan Imam Maliki tentang
keabsahan saksi dalam peradilan, syarat—syarat saksi dalam peradilan, dan
beberapa persaksian yang dianggap tidak syah oleh kedua Imam terscbut.
Skripsi ini hanya mecmbahas satu masalah khusus dalam pcradilan, yakni
mengenai saksi scmata dan tidak membahas hal-hal lain dalam peradilan.

Skripsi yang ditulis olch Choiruman yang berjudul “Pcngarub

Kemurtadan terhadap Kelangsungan Perkawinan Islam mcnurut Imam asy-

' Khusnun, Syarat-syarat Saksi dalam Peradilan, Studi Komparatil Pendapat Imam asy-
SyafiT dan Imam Maliki, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (1992).



Syafi1."'7 Tulisan ini mengkaji pemikiran Imam asy-Syafii dengan
mengambil kekhususan pembahasan pada hukum pernikahan. Dalam tulisan
ini, penulis menjelaskan pendapat Imam asy-Syafii yang mengatakan
batalnya perbikahan secara otomatis jika salah satu dari suami/istri murtad.

Skripsi yang ditulis oleh Erni Sri Wahyuni yang berjudul “al-Imam
asy-Syafi’i wa Syi’ruhu ad-Dini.”'® Skripsi ini berisi analisa sastra tentang
syair-syair yang ditulis olech Imam asy-Syafi’i yang berkaitan dengan
persoalan-persoalan agama. Kajian skripsi ini adalah kajian sastra, bukan
kajian figh.

Skripsi yang ditulis oleh Asep Deni Adnan Bumairi yang berjudul
“Pandangan Imam asy-Syafi’i tentang al-Ijma’ sebagai Sumber Penetapan
Hukum Islam Dewasa ini.”'’ Dalam pembahasan ini, penulis mengutarakan
pemikiran Imam asy-Syafi’i mengenai al-Ijma’. Mengenai konsep al-Ijma’,
Imam asy-Syafi’i mensyaratkan dua hal, yakni harus dikemukakan oleh

ulama’-ulama’ secara langsung dan memiliki dasar yang kuat dari nass.

1" Chairuman, Pengaruh Kemurtadan terhadap Kelangsungan Perkawinan Menurut Imam
asy-Syali’i, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (2001).

"® Erni Sri Wahyuni, a/-Imam asy-Syafi i wa Syi ruhu ad-Dini, skripsi tidak diterbitkan,
Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

' Asep Deni Adnan Bumairi, Pandangan Imam asy-Syafi’i tentang al-ljma’ scbagai
sumber penetapan hukum Islam dewasa ini, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah 1AIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).
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Skripsi yang ditulis oleh Namru Asdar yang berjudul “Hadis Ahad
sebagai Sumber Hukum Islam Menurut Pandangan Imam asy-Syafi’i.”?°
Tulisan ini menempatkan hadis ahad sebagai obyek kajian. Dalam
pandangannya, Imam asy-Syafi’i menerima kehujjahan hadis ahad dengan
syarat-syarat tertentu. la lebih menguatkan hadis ahad daripada ‘urf ahli
Madinah. Kajian skripsi ini adalah kajian mengenai sumber huk}lm Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Abdullah Abzin yang berjudul “Pengaruh
Metode Istinbat al-Hukum asy-Syafi’i dalam Pengembangan Hukum
Keluarga Islam di Indonesia.”*' Dalam skripsi ini penyusunnya meneliti
implikasi dari metode istinbat asy-Syafi’i dalam penyusunan hukum keluarga
Islam di Indonesia. Pembahasan skripsi ini adalah tentang adanya pengaruh
istinbat al-hukum Imam asy-Syafi’i dalam pcnyusunan aturan-aturan hukum
keluarga Islam di Indonesia. -.

Sedangkan karya tentang pemikiran Imam asy-Syafi’i lainnya adalah
tulisan Indal Abrar yang berjudul “Kitab al-Umm dan asy-Syafi’i” dalam
kumpulan tulisan yang betjudul Kritik Kitab Hadis.** Tulisan ini menjelaskan

pendapat Imam asy-Syafi’i tentang hadis dan otoritasnya, termasuk di

dalamnya kchujjahan hadis ahad.

2 Namru Asdar, Hadis Ahad sebagai Sumber Fukum Islam Menurut Pandangan Imam
asy-Syafi’i, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997)

2! Abdullah Abzin, Pengaruh Metode Istinbat al-Hukm asy-Syafi'i dalam Pengembangan
Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah TAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2004).

22 Indal Abrar, Kitab al-UMM dan Syali’i, dalam M. Alfatih Suryadilaga, (ed.), Srudi
Kitab Hadis, (Yogyakarta : Teras dan TEHA Press, 2003).
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Sementara itu, Imam asy-Syafi’i dalam bukunya al-Umm, mcmbahas
peradilan secara umum pada kitab al-Aqdiyyah. dalam bab ini Ia menulis
tentang peradilan secara umum. maksud skripsi ini adalah menelaah
pendapatnya dalam kitab tcrscbut tentang prinsip-prinsip dasar peradilan
menurut Imam asy-Syafi’i dengan bersumber kepada tulisannya dalam a/-
Umm tersebut.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai karya scrta tulisan yang
mengkaji tentang Imam asy-Syafii di atas, belum ada pembahasan yang
secara khusus membahas pandangan Imam asy-Syafi tentang prinsip-prinsip
peradilan. oleh karena skripsi ini membahas secara spesifik pemikiran Tmam
asy-Syafi’i tentang prinsip-prinsip dasar peradilan scbagaimana yang

dimaksud.

Kerangka Teoretik

Peradilan adalah salah satu persoalan penting dalam khasanah hukum
Islam. Dalam bukunya Ghulam Murtadho Azad mengatakan bahwa
pengadilan merupakan aspek fundamental dalam negara. Tentang hubungan
antara peradilan dengan negara ia berkomentar “a// the jurist and sages are of
the opinion that administration of justice is one of fundamental function of a

state.

3 Selanjutnya ia mengutip al-Syarakhsi yang mengatakan bahwa peradilan merupakan

wilayah besar ketiga setelah Islam dan Iman. la sendiri mengkategorikan hukum ke dalam hukum
pidana, hukum perkawinan, hukum kepemilikan, dan hukum transaksi. Ghulam Murtadha Azad,
Judicial System of Islam, (New Delhi : Kitab Bavan, 1994), him. 5-7.
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Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, gaga’ memiliki dua pengertian, yakni
sebagai lembaga peradilan dan dapat sebagai proses memutuskan
perkara/sengketa.”’ Dengan dua pengertian ini, maka pembahasan prinsip-
prinsip dasar peradilan akan melingkupi dua hal tersebut. Qada’ sebagai
lembaga peradilan dalam arti kekuasaan untuk memutuskan perkara dan
sekaligus proses dalam memutuskan perkara dalam pcrz.idi]an Islam.
Sehingga prinsip peradilan yang akan ditulis dalam skripsi ini secara umum
terbagi menjadi dua bagian, yakni yang berhubungan dengan lcmbaga
peradilan dan yang berhubungan dengan tata cara memutuskan.

Ibnu Taimiyyah menetapkan dua syarat lembaga peradilan. Pertama,
peradilan harus memiliki sifat a/-Amanah yang berarti mengandung unsur
takut dan tunduk kepada Allah SWT. Kedua, a/-Quwiwah, yakni peradilan
harus memiliki pengetahuan dan kekuasaan untuk menegakkan hukum. Ini
berarti pengadilan harus memiliki kekuatan dalam arti ilmu dan pengetahuan
tentang apa yang akan diputuskan serta mcmiliki kekuasaan untuk
menjatuhkan putusan yang akan diikuti olch masyarakat.”

Sedangkan di Indonesia, Peradilan Agama yang diatur dengan UU no.
7 tahun 1989 memiliki beberapa prinsip scbagaimana dikemukakan olch M.

Y ahya Harahap sebagai berikut :

» Hasbi ash-Shiddieqy, Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970),
him.11.

% bn Taimiyah, a/-Ikhtiyarat al-Fighivyah, min Fatawa Syecikh Ibn Taimiyah, (Beirut :
Daru al-Fikr, tt), hlm. 332,



1. Asas Personalitas Keislaman.

Yang dimaksud dengan asas personalitas keislaman dalam
Peradilan Agama ialah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada
kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanyalah mercka yang yang
mengaku dirinya scbagai pemcluk agama Islam. Asas personalitas
keislaman ini dapat ditegaskan memiliki tiga arti. Pertama, pihak-pihak
yang bersengketa harus sama-sama memecluk agam Islam. Kedua, perkara-
perkara yang diperkarakan harus mcngenai perkara-perkara perdata di
bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah. Ketiga,
hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu  terscbut
berdasarkan hukum Islam, olech karcna itu cara penyclesaiannya

berdasarkan hukum Islam.

2. Asas Kemerdekaan.

Asas kemerdekaan dalam peradilan memiliki tujuan agar hukum
dan keadilan dapat ditegakkan. Sclain itu, asas ini juga memiliki tujuan
untuk menjamin tegaknya ncgara Indoncsia scbagai negara hukum.
Pengertian kcbebasan  peradilan bukan berarti  kebebasan  peradilan
untuk memutuskan perkara sckchendak para hakim. Kcbebasan dalam
asas ini memiliki arti kebebasan peradilan dalam mengembil keputusan
dari tekanan dan campurtangan pemerintah, paksaan pihak-pihak

tertentu di luar lembaga peradilan, scrta kebebasan untuk melaksanakan
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wewenang peradilan. Kebebasan kekuasaan peradilan dibatasi oleh
adanya undang-undang yang mengaturnya, baik secara materiil meupun
secara formil.

3. Asas wajib Mendamaikan.

Asas mendamaikan pihak yang berperkara dalam Peradilan
Agama bersumber dari ajaran Islam yang sclalu rpcndahulukan
perdamaian dalam menyelesaikan segala pertentangan. Perdamaian
antara dua pihak yang bersengketa akan tctap Icbih baik jika
dibandingkan dengan keputusan peradilan yang adil. Olch karcnanya
dalam menyelesaikan perkara, Peradilan Agama diwajibkan secara aktif
untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa terlebih dahulu. Peran
aktif peradilan ini adalah naschat, anjuran, pernjelasan dan pemberian
batuan rumusan perdamaian sejauh diminta oIeh kedua belah pihak.

4. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum.

Secara harfiah, makna pemeriksaan persidangan sccara tcrbuka
ini berarti setiap pemeriksaan berlangsung di sidang peradilan, siapa
saja yang ingin berkunjung menghadiri, menyaksikan | dan
mendengarkan jalannya pemeriksaan tidak bolch dihalangi dan dilarang.
Dalam menjalankan asas terbuka ini, dalam sctiap pcrmulaan
persidangan diwajibkan bagi hakim untuk mengucapkan ‘persidangan
terbuka untuk umum’ scbagai syarat formil peradilan. Tujuan dari asas

ini adalah supaya tidak tcrjadi kesewenang-wenangan dalam



pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Jika persidangan
dilakukan dihadapan publik, maka kesempatan untuk melakukan
pelanggaran-pelanggaran akan dapat dikontrol dan dikurangi.

5. Asas Legalitas

Makna asas legalitas sama artinya dengan pengertian rule of
law. Sebagai lembaga peradilan yang bernaung dibaw'ah kekuasaan
negara hukum, sudah semestinya peradilan berpegang dan berpijak pada
landasan hukum yang ada. Semua tindakan dan penyelesaian sengketa
yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengertian
lainnya dari asas legalitas adalah adanya jaminan persamaan semua
orang di hadapan hukum. Persamaan hak dan dcrajat ini menyangkut
baik proses pemeriksaan, hak perlindungan hukum yang sama scrta
perlakuan yang sama dibawah hukum. -.

6. Asas aktif Memberi Bantuan.

Dalam proses pemeriksaan perkara di peradilan, hakim bertindak
memimpin jalannya persidangan. Artinya hakim yang mengatur dan
mengarahkan  tata  tertib  persidangan. Dalam  mengatur  dan
mengarahkan jalannya persidangan ini ada dua aliran, yakni hakim
berlaku pasif sebagai pcmimpin jalannya persidangan dan paham hakim
berlaku aktif dalam persidangan. Pengertian aktif di sini adalah
keaktifan hakim membantu jalannya pcrsidangan dan kclancaran

persidangan. Pemberian bantuan ini diberikan kepada pihak-pihak yang
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bersengketa agar persidangan dapat berlangsung secara cepat dan tidak
terganggu oleh kesalahan yang tidak perlu. Bantuan ini selanjutnya
meliputi membuat gugatan bagi yang buta huruf, memberi pengarahan
tentang tatacara izin prodeo, menyarankan penyempurnaan surat kuasa,
menganjurkan perbaikan surat gugat, memberi  penjelasan alat bukti
yang syah, memberi penjelasan cara mengajukan bantahan_ dan jawaban,
membantu memanggil saksi secara resmi, memberi bantuan upaya
hukum, memberi penjelasan t.atacara verzet dan mengarahkan dan
membantu formulasi perdamain.?’

Peradilan adalah lembaga tempat scseorang akan mengambil hak-
haknya ketika dirampas oleh orang lain. Ketika seseorang merasa
diperlakukan secara tidak adil, hak-haknya dirampas, kemerdekaannya
dibatasi, ia akan mengajukannya kepada peradi-lan. Apa yang ia harapkan
dari peradilan adalah keadilan, sedangkan keadilan itu sendiri bersumber
dari Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi hakimlah yang mewujudkan keadilan
itu dalam putusannya.”® Dari paparan ini dapatlah dimengerti bahwa
peradilan memiliki posisi sebagai institusi yang berhak untuk

mengungkapkan kcadilan dan mengembalikannya kepada yang semestinya

*’ M. Yahya Harahap, Kedudukan, Wewenang dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta :
Pustaka Kartini, 1997), him. 36-81. Dalam hal ini ia sendiri menjelaskan bahwa asas-asas
sebagaimana dikutip adalah asas-asas yang ia rangkum. Jika ada yang letih teliti, tidak menutup
kemungkinan akan ditemukan asas-asas yang lain dari Peradilan Agama.

2 Mura P Hutagalung, Hukwm [slam dalam Lra Pembangunan, (Jakarta : Ind Hill Co
1985), him. 119.
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mendapatkan. Dalam proses inilah scorang hakim (gadi) bertugas
menemukan hukum dan menetapkannya.

Sementara dalam melakukan istinbat al-hukm dari suatu nass,
menurut Imam as-Suyuti terbagi menjadi cmpat kelompok : Pertama, adalah
kaum Zahiriyah. Paham ini dikembangkan oleh Dawud bin Ali Khalaf al-
Asbahani az-Zahiri, salah scorang pengikut mazhab Syéﬁ’iyya!l di Baghdad.
Kedua, adalah pola pikir batiniyyat. Pola pikir ini dalam meclakukan
penyimpulan suatu hukum dari nass tidak berpegang kcpada makna lafal
zahir sebagaimana kaum zahiriyyah, tetapi tidak juga berpcgang kepada
pemahaman makna yang terkandung dalam /afaz (maknawi, kontekstual).
Jadi, pola pikir ini amat liberal sifatnya dan tidak menggunakan kaidah umum
sebagaimana yang terdapat dalam ilmu Usul al-figh. Pengikut pola pikir ini
adalah kaum Syiah batiniyyat. Dalam hal menerj-émahkan makna batin ini,
mereka meyakini Imam mereka adalah orang ma’sum (terbebas dari dosa).
Ketiga, pola pikir Ma’nawiyah (kontekstual). Dalam memahami maksud
syara’ pola pikir kontekstual memiliki kandungan yang amat luas. Mujtahid
bisa melakukan pendekatan apa saja dalam mcmahami syara’ dalam konteks
kemaslahatan umum. Bisa saja dalam memahami ayat sescorang
mengaitkannya dengan kondisi sosiopolitik di mana teks itu turun,
mengaitkannya dengan adat, tradisi dan budaya di mana ia tinggal, dsb.
Keempat, gabungan antara tekstual (zahir) dengan kontekstual. Golongan ini

berpendapat dalam setiap nash baik yang berhubungan dengan masalah
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‘adiyat maupun ‘badiyyar ada maksud Syari’ yang asli (asliyyat) dan ada
maksud yang mendampinginya (£4b/’iyyaf). Dari dua makna inilah dengan

prosedur tertentu mereka menyimpulkan suatu hukum.?

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (Library
research)®, yakni penelitian tentang pemikiran Imam asy-Syafi'i dengan
mengambil sumber dari data tertulis yang berupa buku-buku karya Imam
asy-Syaft'i. Data yang penulis gunakan di sini adalah data tertulis
sehingga penelitian yang penulis lakukan adalah penclitian hukum
doktriner.’’

2. Tipe penelitian.
Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif-analitik, yaitu

penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan membahas sccara

panjang lebar masalah yang ada dalam pokok masalah yang kemudian

2 Danusiri, Lpistemologi Syara’ dalam Noor Matdawam, Amin Syukur, (ct.all).

Lpistemologi Syara', Mencari Format Baru Figh Indoncsia, (Yogyakarta : Pustaka Pclajar bekerja
sama dengan Wali Songo Press, 2000), him, 49-64.

%" Penelitian kepustakaan (Zibrary research) adalah penclitian yang cara kerja
penelitiannya menggunakan data dan informasi dari berbagai materi dan literatur, baik berupa
buku, majalah, surat kabar, naskah, catatan, dokumen. Kartini, Pengantar Metodologi Risct
Sosial, cet, 7 (Bandung : Mandar Maju, 1996), him. 33.

' Penelitian hukum doktriner/normatif adalah penclitian hukum yang mengambil data
skunder. Data skunder di sini adalah data yang diambil dari tulisan-tulisan, sedangkan penelitian
lain yang langsung mengambil data dari fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat berkaitan
dengan perilaku hukum tertentu disebut penelitian hukum empiris. Soerjono Soekanto, Penclitian
Hukum Normatif; Suatu Tinjavan Singkat, (Jakarta : Rajawali Press, 1990), him. 10.
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dirangkaikan dengan menganalisanya untuk memperoleh kepastian dan
kejelasan persoalan yang dituju.
3. Teknik pengumpulan data

Data literer yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh dari data
primer dan data skunder. Data primer yang mcnjadi rujukan utama skripsi
ini adalah karya Imam asy-Syafi yang termasyur, yakni kit.ab Al-Umnnr*
yang merupakan kumpulan pendapat Imam asy-Syafii tentang berbagai
masalah figh yang terangkum ke dalam 6 juz yang terbagi ke dalam
pembahasan-pembahasan khusus di tiap-tiap juznya.

Sedangkan data penunjang yang menjadi sumber dalam penulisan
skripsi ini adalah karya Imam asy-Syafifi lain yang terkait dengan dengan
pemikiran usuliyah Imam asy-Syafifi, yakni ar Risalah. Kitab ini berisi
pendapat-pendapat Imam asy-Syafi dalam he;i metodologi usul al-Figh.
Di samping dua buah karya Imam asy-Syafi‘i di atas, penulisan skripsi ini
didukung dengan tulisan-tulisan para pengikut mazhab Syafii tentang
Figh, di antaranya adalah kitab Fath al- Wahab yang ditulis oleh Abu
Yahya Dzakaria al-Ansari®® Kitab ini adalah upaya penjelas dari

penulisnya untuk menjclaskan berbagai persoalan fighiyyah. Karya

32 Al-Umm adalah kitab Imam asy-Syafi7 yang berisikan pendapatnya dalam berbagai
bidang Figh. Kitab ini juga merupakan satu-satunya kitab figh yang diyakini sebagai karya Imam
asy-Syafii. Karya Imam asy-Syafi yang lain adalah ar-Risilah, Ikhtilaf al-Hadis, dan al-
Musnad. Abdul Fatah, Tarikh Tasyr!, (Jakarta : Departemen Agama, 1986), I1I : 25.

3 Kitab ini merupakan kitab yang ditulis olch salah satu murid Imam asy-Syafii schagai
penjelasan dari berbagai masalah fighiyah dalam mazhab Syafi'l. Abu Yahya Zakariya al- Ansari,
Fath al-Wahhab, (Semarang : Thaha Putra, (t).
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lainnya adalah kitab a/-Anwar al-Masalik karya Muhammad Zuhfi al-
Gumrawi, Nihgyah az-Zin ff irsyad al-MubtadiTn karya Abu Abdul Mu'ti
al-Bantany, dan juga al-Mazhab ff al-Figh al-Imam asy-Syafi’T karya Abi
Ishak as-Syairazi.
4. Analisis Data
Penulisan skripsi ini menggunakan analisis data il?duktif, yaitu
cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-
peristiwa yang konkrit lalu ditarik ke generalisasi yang bersifat ymum.>*
Dengan metode ini penulis akan mengolah dan menganalisa berbagai
catatan serta domumen tcntang pendapat Imam asy-Syafii  serta
menggolahnya dari sumber data yang ada schingga sampai pada
kesimpulan tentang pemikiran [mam asy-Syafif.
5. Pendekatan H
Data yang telah diperoleh sclanjunya akan diolah dengan
pendekatan®® historis. Historis yang dimaksud di sini sebagaimana
dikemukakan oleh Muhammad Arkoun adalah suatu uraian yang
membatasi diri pada penetapan urutan kronologis dan realitas fakta-

fakta,*® Sedangkan untuk menganalisa scjarah tersebut, digunakan dua

3 Analisis data induktif adalah analisis yang bertumpu pada beberapa premis minor yang
kemudian digeneralisir menjadi premis mayor. Sutrino Hadi, Metodologi Research, cet. 10
(Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980), him. 1-2,

% Analisis data induktif adalah analisis yang bertumpu pada beberapa premis minor yang
kemudian digeneralisir menjadi premis mayor. /bid., him. 1-2.

% M. Arkoun, Nalar Is/am dan Nalar Modern, Berbagai Tantangan dan Jalan RBaru, alih
bahasa oleh Rahayu S. Hidayat, (Jakarta : INIS, 1997) him.. 1.
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metode : pertama, metode filsafat, yaitu upaya pencarian dan penemuan
struktur fundamen pemikiran, teori, serta konsep yang sedang dikaji.”’
Kedua metode analitis sejarah, yaitu upaya memahami fakta dengan
menggunakan analisa historis sehingga mampu menjawab pengaruh sosial

terhadap pendapat dan pemikiran Imam asy-Syafif.

G. Sistematika Pembahasan

Pcnulisan sebuah karya mcmbutuhkan sistematika yang jelas. Skripsi
ini terdiri dari tiga bagian utama yakni, pendahuluan, pembahasan dan
penutup yang masing-masing saling berhubungan.

Bagian pendahuluan skripsi ini berisi tentang latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini
sesungguhnya berisi penjelasan penyusun tentang latar belakang penulisan
skripsi ini, metodologi maupun data-data yang diperlukan untuk melakukan
penulisan.

Bab kedua skripsi ini akan berbicara tentang tinjauan umum tcntang
peradilan yang tcrdiri dari pengertian, hukum, peran peradilan dalam
menegakkan kebenaran dan sejarah peradilan dari masa Rasulullah sampai

perkembangan awal Islam.

37 Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubeir, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta
: Kanisius, 1990), hlm. 45-47.
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Bab ketiga memuat riwayat hidup Imam asy-Syafi’i, riwayat
intelektual Imam asy-Syafi’i, dari al-Qaul al-Qadim ke al-Qaul al-Jadid,
guru-guru Imam asy-Syafi’i, pandangan Imam asy-Syafi’i mengenai sumber
hukum Islam, Karya-karya Imam asy-Syafi’i dan pengaruhnya dalam
perkembangan hukum Islam, pengaruh Imam asy-Syafii dalam
perkembangan hukum Islam, murid-murid Imam asy-Syafi’i c!an pengikut-
pengikutnya.

Bab keempat dari tulisan ini mengupas pendapat Imam asy-Syafi'i
tentang prinsip-prinsip dasar peradilan dan relevansinya dalam konteks
keindonesiaan. Secara lengkap bab ini berisi prinsip-prinsip umum Peradilan.
Prinsip-prinsip addlah prinsip al-Musawamah amama al-Qada’, ‘alaniyah al-
Qada’, al-Musyawarah fi al-Qada’, Husul al-[jra’ah fi Muwajahah al-Husum,
dan at-Ta’addud fi at-Taqadi. Dengan mengac-u kepada prinsip-prinsip
tersebut skripsi ini mengulas pandangan-pandangan Imam asy-Syafi’i dalam
konteks peradilan beserta analisnya. Bab ini ditutup dengan relevansi
penerapan pendapat Imam asy-Syafi’i dalam konteks peradilan di Indonesia
yang dimulai dengan pembahlidsan peradilan Islam dalam sistem peradilan
Indonesia scrta rclevansi pemikiran Imam asy-Syafi'i dalam peradilan di
Indonesia.

Bab kelima dari skripsi ini berisi tentang kesimpulan penclitian yang

penulis lakukan dalam skripsi ini yang berisi gambaran umum peradilan
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menurut pendapat Imam asy-Syafii discrtai dengan saran-saran yang menurut

penulis relevan.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan.

1.

Prinsip-prinsip dasar peradilan menurut pendapat Imam asy-Syafi’i secara garis
besar dapat dirangkum menjadi beberapa point, yakni : Husul al-ljra’ah fi
Muwajahah al-Husum, (terpenuhinya dua pihak di peradilan) yakni a/aniyah al-
Qada’ (keterbukaan peradilan), tentang a/l-Istiglal wa Hurriyatu al-Qada
(independensi peradilan), a/-Musyawarah fi al-Qada’ (musyawarah dalam
peradilan) dan a¢-Ta’addud fi at-Taqgadi (peradilan yang berjenjang dalam
mengambil keputusan). Dalam memagari keterbukaan peradilan, Imam asy-
Syafi’i berpendapat bahwa peradilan seyogyanya-berada di tengah kota yang
dapat dijangkau oleh seluruh khalayak tanpa hambatan apapun. Mcngenai
Independensi peradilan Imam asy-Syafi’i menetapkan makruhnya melakukan jual
beli dan tersibukkan oleh urusan nafkah keluarga bagi scorang hakim. Di
samping itu ia juga mclarang penctapan keputusan olch scorang hakim yang
sedang dalam kondisi psikis yang dapat mecngurangi kcbebasannya dalam
memutuskan suatu perkara. Begitu juga ia mclarang disclenggarakannya
peradilan di dalam masjid, karena banyaknya urusan peribadatan ummat Islam di
dalamnya. Dalam menetapkan putusan pada scbuah perkara, Imam asy-Syafi’i

berpendapat bahwa hendaknya para hakim diseyogyakan untuk bermusyawarah

108
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dengan para ahli yang memenuhi syarat. Untuk menjaga kepastian putusan,
Imam asy-Syafi’i menolak pembatalan suvatu putusan yang didasarkan oleh
ijtihad. Keputusan peradilan akan batal dengan sendirinya jika ia bertentangan
dengan al-Qur’an dan as-Sunnah.
Dalam konteks keindonesiaan, pcendapat Imam asy-Syafi’i sebagian dapat
diterapkan dalam peradilan Agama dan sebagian lagi tid.ak tepat untuk
diterapkan. Prinsip keterbukaan, independensi, dan kchati-hatian yang menjadi
ciri utama pemikiran Imam asy-Syafi’i dapat diterapkan sebagai upaya perbaikan
sistem peradilan pada peradilan Agama di Indonesia. Beberapa perbaikan itu
antara lain : pengetatan terhadap aturan-aturan mengenai hakim dalam
kehidupan di luar peradilan. hal ini perlu dilakukan agar dalam memutuskan
suatu perkara, scorang hakim dapat berkonsentrasi dan tidak terganggu dengan
urusan-urusan di luar peradilan yang dapat merr;pemgaruhi putusannya. Jika
Imam asy-Syafi’i memakruhkan jual-beli bagi hakim dengan alasan hal tersebut
akan menyibukkannyasehingga ia tidak dapat memutuskan perkara dengan baik,
maka dalam konteks Indonesia, semestinya diatur juga secara tegas.
Saran-Saran.

Dalam kaitannya dengan pengembangan lembaga peradilan di Indoncsia,
harus ada perbaikan dan pcrubahan yang significan. Dalam setiap kasus yang
terjadi hal pertama yang dihadapi klien adalah proses peradilan yang berbelit dan

berlama-lama. Terkadang satu kasus peradilan dapat memakan waktu sampai
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beberapa bulan untuk selesai. Padahal peradilan yang dilakukan di negara lain
bisa lebih cepat dari peradilan di negeri kita.

Perbaikan dan perubahan peradilan yang menjadi saran dalam tulisan ini
adalah pertama, perbaikan administarsi peradilan. Dengan jumlah penduduk yang
begitu banyak semestinya pemerintah mulai memikirkan untuk menghitung rasio
satu lembaga peradilan di suatu wilayah. Pertimbangan rasio ini'meliputi jumlah
penduduk, jumlah kasus rata-rata tiap tahun, serta kemampuan rata-rata tiap
tahun dari pegawai peradilan dalam menyelesaikan peradilan.

Kedua, mekanisme kontrol terhadap peradilan hendaknya diperluas dan
dibuka selebar mungkin agar putusan peradilan dapat diketahui dan diawasi oleh
publik. Selama ini peradilan, terutama Peradilan Agama tidak disoroti oleh
publik secara luas. Selain itu, Peradilan Agama hendaknya tidak hanya sckadar
berperan pasif, tetapi juga berperan aktif dalam menegakkan peraturan. Jika
misalnya terjadi pelanggaran hukum atas pcraturan tertentu, misalnya penetapan
pengesahan perkawinan bagi seseorang yang sudah hamil, maka pengadilan
berhak untuk membatalkannya, dan lain-lain.

Ketiga, perlu penegasan tcrhadap batas-batas hakim dan pegawai
peradilan lainnya. Batas-batas yang dimaksudkan di sini adalah, perlu aturan
tegas, semacam kode etik hakim dan pegawai peradilan lainnya, schingga
persoalan peradilan yang secara umum terjadi di Indonesia tidak semakin parah

dan menjalar ke Peradilan Agama. Tentang pegawai peradilan lainnya, terutama
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panitera semestinya menyadari tugas pencatatan dan pendokumentasian proses
peradilan yang juga teramat penting, maka semestinya pegawai tersebut adalah
orang-orang yang memahami peradilan dan hukum-hukumnya.

Keempat, menukil adagium ‘bahwa hukum yang terlalu ditegakkan akan
merusak keadilan, maka banyak peraturan hukum di Indonesia harus dimaknai
dengan semangat para pembuatnya. Pemaknaan ini bisa jadi_ akan mengikuti
paham teleologi atau paham fungsionalisme hukum, dimana teks akan sangat
bisa disesuaikan dengan semangat maslahah. Namun, dalam konteks sebaliknya,
kebebasan intepretasi bisa jadi akan hanya menguntungkan beberapa pihak saja.
Sebagai contoh, jika seseorang sudah mati, maka jap jempol tangan dari si mayat
secara hukum surat wasiat seseorang sudah sah, dan lain sebagainya.

Kelima, dalam menegakkan keadilan hendaknya pejabat peradilan lebih
mementingkan humanisma daripada /egalisma, mementingkan hak orang banyak
daripada hak-hak pribadi yang mengatasnamakan pemegang kebijakan publik.
Sebagai contoh, seorang pejabat semestinya dengan alasan equal before the law
dan unquility prejudice semestinya tidak meminta untuk diperlakukan secara
khusus. Semestinya dengan dua asas tadi mereka justru dengan kesadaran wajib
mengundurkan diri dari jabatannya. Bukan justru bersembunyi dalam dalih

persamaan hak di depan hukum.
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LAMPIRAN TERJEMAHAN TEKS ASING

No

Hal.

Terjemah

01.

12

Seluruh ahli hukum dan orang-oramg bijak bersepakat bahwa
pelaksanaan peradilan adalah salah satu fungsi fundmental dari
sebuah negara.

02

13

hak-hak yang bisa diajukan untuk disclcsaikan olch peradilan
tidak hanya hak-hak privat saja mclainkan juga hak-hak publik.

03

26

a. Menurut ahli figh, Qada’ berarti suatu keputusan produk
pemerintah, atau juga menyampaikan produk syar’i dengan
jalan penetapan.

b. Menemukan hukum sesuatu seccara syar’i, karcna sesuatu
tersebut sudah ada ketctapannya. Fungsi qada’ adalah
menemukan hukum tersebut. Karena sesungguhnya suatu
hukum tidak akan ditetapkan jika ia tidak ada.

¢. Adalah mencampuri urusan antara mahluk dengan khaliknya,
untuk menyampaikan perintah dan hukum-Nya kepada
mereka dengan perantaraan an-Qur’an dan al-Hadis.

04

29

Berilah keputusan perkara mercka menurut yang diturunkan oleh |
Allah dan jangan kamu mengikuti kehendak mereka. Dan
berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mercka tidak
memalingkan kamu dari scbgaian apa yang diturunkan Allah
kepadamu. Dan jika mercka berpaling (dari apa yang diturunkan
Allah), maka ketahuilah sesungguhnya Allah menghendaki akan
menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-
dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah
orang yang fasik.

05

29

Dan janganlah kamu takut tcrhadap orang itu, tetapi takutlah
kepada-Ku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan
harga yang murah. Dan barang siapa tidak menghukumi dengan
kitab yang diturunkan olch Allah mcrcka itu adalah orang kafir.

06

29

Scbetulnya mercka tidak beriman schingga menjadikan kamu
scbagai hakim tentang permasalahan yang mereka persclisihkan,
mercka tidak berkeberatan terhadap apa yang kamu putuskan,
mercka akan mencrimanya dengan scpenuh hati.

07

30

Konsepsi keadilan dalam islam ini Icbih tinggi daripada apa yang
disebut hukum keadilan distribusi dan remedial-nya Aristoteles.
Keadilan natural hukum adat Anglo-Amerika. Keadilan formal
Romawi, atau keadilan hukum produk hukum lainnya. Hukum
ini bersumber bukan dari dalam hukum itu sendiri, bukan atas
motif tindakan manusia, karena hukum islam tercipta scbagai
pemberian dari Tuhan yang mengetahui scgala sesuatu dari
perbuatan dan kehendak.

08

35

Kini jabatan hakim merupakan suatu tugas keagamaan yang




nyata dah motupakuan praktek yang sudah menjadi sangat umum.
Pahamilah  peryataan-pernyataan  yang  disodorkan ke
hadapanmu, karena tidak akan ada gunanya mempertimbangkan
dalil yang tidak sahih. Pandanglah sama semua orang di
pengadilan yang engaku pimpin dan dalam pertimbangan-
pertimbanganmu, sehingga kaum ningrat tidak akan melakukan
cngkau sebagai orang yang bisa memihak dan rakyat jelata tidak
akan kchilangan harapan akan keadilanmu. Mercka yang
mengajukan tuntutan diharuskan memberikan bukti, sementara
pihak yang dituntut bisa mengangkat sumpah untuk itu.
Dimungkinkan pula adanya suatu kompromi dari kaum
muslimin, namun juga bukan suatu kescpakatan yang
membolehkan sesuatu yang dilarang atau melarang sesuatu yang
dibolehkan. Jika kemarin mengakui telah membuat suatu
keputusan dan sekarang telah engkau pertimbangkan kembali
engkau memperoleh jawaban yang lebih benar, jangan ragu-ragu
mencabut keputusanmu, demi keadilan dan memang lebih baik
mencabutnya kembali daripada mempertahankannya dalam

kekeliruan. Pergunakanlah pikiranmu mengenai hal-hal yang |

membingungkanmu jika Qur’an dan sunnah tidak menunjukkan
jalannya. Pelajarilah berbagai kasus dan buatlah penilaian melaui
analogi. ika sescorang datang dengan tuntutannya yang kita
tidak tahu tentang dapat atau tidak dapatnya ia
membuktikannya, berikanlah batas waktu untuknya. Jika ia
membawa bukti dalam batas waktunya, engkau harus memenuhi
tuntutannya, dan jiika sebaliknya yang terjadi, mengaku bisa
mengeluarkan keputusan yang berlawanan terhadapnya. Hal ini
merupakan cara yang lcbih baik untuk mencegah dan
menjernihkan setiap keraguan. Semua muslim bisa menjadi saksi
atas muslim yang lain, kecuali yang pernah mendapat hukuman
berdasar hukum agama, atau terbukti pernah memberikan
kesaksian yang salah atau palsu, atau yang dicurigai yang akan
memihak, karcna Allah mengampuni berdasarkan sumpah serta
membatalkan hukuman jika ada bukti untuk itu. Hindarilah
kejengkelan  terhadap  pihak  yang  bersengketa. Dengan
mencgakkan kcadilan dalam sidang-sidang pengadilan Tuhan
akan memberimu penghargaan dan nama baik.

Salam!”
09 |46 Allah menjaga Kcﬁiqqol_lan bagi Muhammad Ibn Idris. |
10 | 64 Rabi’ bin Sulaiman meriwayatkan kepada kita bahwa Imam
Syafii mengatakan..... -
11 |74 Lebih diutamakan bagi scorang qadi di tempat yang bisa dicapai

oleh khalayak dan tidak ada penghalang. Hendaknya tempat itu




tetlotuk di  tengah-tengah ncgeri, dan hendaknya tidak |
dilaksanakan di Masjid, karena banyaknya persoalan yang
menyibukkan sehingga terganggu.

12

75

Dan dilarang bagi scorang qadi untuk memutuskan perkara
dalam kondisi marah.

13

75

Sufyan bin Abdul Malik bin Umar dari Abdurrahman bin Abi
Bakar dari ayahnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda @
Dan dilarang bagi scorang qadi untuk memutuskan perkara
dalam kondisi marah”.

14

76

Dan dimakruhkan begi seorang qadi melakukan jual beli serta
memperhatikan urusan nafkah keluarganya schingga ia
tersibukkan dengannya. Ini dikarcnakan akan mempengaruhi
pemahamannya tentang kasus, menyebabkan ia sering marah.
Dan bercampur baurnya urusan yang ia pegang dimakruhkan
ketika ia sedang duduk di kursi Peradilan.

15

78

Allah Swt menghindar dari rahasia-rahasia makna dan
memberikan hukuman atasnya. Dan tidaklah Ia menggariskan
hukum bagi makhluknya kecuali secara terbuka. Maka hendaklah
seorang hakim memutuskan hukum dengan pendekatan zahir dan
mengesampingkan makna yang tersamar.

16

78

Mengabarkan kepada kita Malik dari hisyam dari ‘Urwah dari
Ayahnya dari zainab bin Abi Salamah, sesungguhnya Rasulullah
SAW bersabda : “Scsungguhnya saya manusia biasa, dan
sesungguhnya kamu sckalian mendcbatku. Dan barangkali
sebagian darimu lebih pandai berdcbat dari sebagian yang lain
maka dia memutuskan dengan apa yang ia dengar dari pendapat
yang kuat itu. Dan barangsiapa aku selesaikan suatu perselisihan
darinya sehinga ia tidak mengambil sesuatupun dari hak
saudaranya, maka sesungguhnya aku tclah menghalanginya dari
api neraka.

17

78

Dan di dalam hadis ini terdapat bukti bahwa peradilan
diwajibkan kepada para pemimpin sccara zahir, atas dasar hadis
nabi Muhammad SAW : “dan barangsiapa aku selesaikan suatu
persclisihan  darinya, schingga ia tidak mengambil hak
saudaranya’, maka Rasulullah SAW mengabarkan bahwa
peradilan sccara batin mengharamkan peradilan atas seseorang,
dan membolehkannya sccara zahir.

18

80

Telah memberitakan kepada kami ad-Daruwardi dari Abdullah
bin Yazid al-Hadi dari Abdullah dari Ibrahim bin Haus dari
Basyr dari Abu Qais dari ‘Umar ibn ‘As sesungguhnya
Rasulullah SAW bersabda : Apabila seorang hakim berijtihad,
maka ia berijtihad dan benar maka mendapat dua pahala, dan
jika ia salah, maka mendapat satu pahala.

19

80

Dan pengertian dari ijtihad dari seorang hakim adalah jika sudah




tiduk dikotomukan lagi hukum dari masalah yang akan ia
selesaikan dalam al-Qur’an, as-Sunnah maupun Ijma’.

20

82

Seorang hakim lebih disukai untuk bermusyacwarah dalam
memutuskan hukum. Dan tidaklah ia bermusyawarah kecuali
dengan orang yang memiliki pengetahuan tentang al-Qur’an, as-
Sunnah, Ijma’ dan asar. Dan dia tidak bermusyawarah kccuali
dengan orang yang berakal yang dapat memchami ucapan-
ucapan  dan  makna-maknanya.  Orang  yang  diajak
bermusyawarah hendaknya orang yang menguasai bahasa Arab
dan dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya agamanya
sehingga diyakini tidak mungkin mcmiliki niat kecuali niat yang
benar.

21

85

Dan apabila seorang qadi memutuskan hukum tertentu lalu ia
menemukan hukum lain, maka hendaknya saat itu juga ia
memeriksa apakah pendapat pertamanya bertentangan dengan
al-Qur’an dan al-Hadis atau al-Ijma’, atau kemungkinan makna
yang terkandung dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, maka ia harus
gugurlah keputusan itu dengan sendirinya, dan hukum
dikembalikan kepada orang yang diputuskan atasnya.

22

86

Apabila dua pihak yang bersengketa saling mempert_ahankan
pebuktian dan alasan mercka di hadapan qadi, kemudian salah

satu di antara kcduanya ada yang meninggal atau digantikan |

oleh wali yang lain, maka putusan baru dapat diputuskan dengan
kehadiran kedua belah pihak. Dan hendaklah secorang qadi
mempermudah masalah yang diajukan kepadanya.

23

88

Dan sungguh tidak pantas bagi saya, dan juga bagi wali dari
kaum muslimin untuk mengangkat scorang kafir zimmi menjadi
katib dan tidak pantas pula mengangkat mercka pada posisi lain
yang melebihi posisi kaum Muslimin.
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